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Dumping practices, where imported products are sold at prices lower 

than the domestic market value, can harm domestic industries and 

disrupt the stability of a country's economy. In today's digital era, e- 

commerce has grown rapidly, allowing imported products to be sold 

directly to domestic consumers without intermediaries. This creates 

new challenges in applying anti-dumping regulations, as it is difficult 

to monitor cross-border transactions that occur online. This study 

aims to analyze the challenges and solutions in implementing anti- 

dumping rules for imported products sold through e-commerce 

platforms. The research uses a qualitative approach with a literature 

review and policy analysis. The findings indicate that monitoring e- 

commerce transactions requires more adaptive regulations and 

advanced technologies, such as big data and artificial intelligence, to 

detect dumping practices. Additionally, international cooperation 

and strengthening e-commerce platform regulations are key to 

addressing this issue. Policies that enhance price transparency and 

product origin on e-commerce platforms, as well as clear and 

accountable law enforcement, are essential to protect domestic 

industries. This study is expected to contribute to the development of 

international trade policies and anti-dumping regulations in the 

digital age. 
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Praktik dumping, yaitu penjualan produk impor dengan harga yang 

lebih rendah dari harga pasar domestik, dapat merugikan industri 

domestik dan mengganggu kestabilan perekonomian suatu negara. 

Dalam era digital saat ini, perdagangan melalui e-commerce semakin 

berkembang pesat, yang memungkinkan produk impor dijual 

langsung kepada konsumen domestik tanpa perantara. Hal ini 

menimbulkan tantangan baru dalam penerapan aturan anti-dumping, 

karena sulitnya pengawasan terhadap transaksi lintas batas yang 

terjadi secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

tantangan dan solusi dalam penerapan aturan anti-dumping terhadap 

produk impor yang dijual melalui platform e-commerce. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan 

analisis kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengawasan terhadap transaksi e-commerce memerlukan regulasi 

yang lebih adaptif dan teknologi canggih, seperti big data dan 

kecerdasan buatan, untuk mendeteksi praktik dumping. Selain itu, 
kerjasama internasional dan penguatan regulasi platform e-commerce 

juga  menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.  Diperlukan 
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kebijakan yang memperkuat transparansi harga dan asal produk di 

platform e-commerce, serta penegakan hukum yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk melindungi industri domestik. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan kebijakan perdagangan internasional dan regulasi 

anti-dumping di era digital. 
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1. PENDAHULUAN 

Perdagangan internasional telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade 

terakhir, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu perubahan 

besar yang terjadi adalah munculnya e-commerce atau perdagangan elektronik, yang telah merevolusi cara 

barang dan jasa diperjualbelikan di seluruh dunia. Platform e-commerce seperti Amazon, Alibaba, 

Tokopedia, dan Bukalapak memungkinkan konsumen untuk membeli barang dari luar negeri dengan mudah 

dan cepat, tanpa perlu bergantung pada saluran distribusi tradisional seperti distributor atau pengecer fisik. 

Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri, untuk 

memperluas jangkauan pasar mereka. 

Namun, seiring dengan kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh e-commerce, muncul juga 

tantangan baru terkait dengan perlindungan pasar domestik. Salah satu isu utama yang sering menjadi sorotan 

adalah praktik dumping. Dumping terjadi ketika produk impor dijual dengan harga yang jauh lebih rendah 

dari harga pasar domestik atau biaya produksinya, dengan tujuan untuk menguasai pasar dan merugikan 

industri dalam negeri. Praktik dumping ini sering dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat yang dapat 

merusak sektor industri domestik, menghancurkan usaha-usaha lokal, serta mengurangi kualitas barang dan 

jasa yang ada di pasar. 

Dalam rangka melindungi industri domestik, banyak negara menerapkan kebijakan anti-dumping. 

Aturan anti-dumping adalah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi 

dampak buruk dari praktik dumping dengan cara mengenakan tarif tambahan atau pembatasan terhadap 

barang impor yang dianggap dijual dengan harga yang tidak wajar. Pemerintah dan badan regulasi di 

berbagai negara sudah memiliki mekanisme untuk menangani kasus-kasus dumping yang terjadi melalui 

perdagangan tradisional. Namun, dengan maraknya transaksi internasional melalui e-commerce, penerapan 

aturan anti-dumping menjadi semakin rumit. 

E-commerce memungkinkan produk-produk impor untuk dijual langsung oleh penjual asing kepada 

konsumen domestik tanpa melalui saluran distribusi yang dapat diawasi dengan mudah oleh pemerintah. Hal 

ini memunculkan tantangan besar dalam hal pengawasan dan penegakan aturan perdagangan internasional, 

khususnya dalam menangani praktik dumping yang dilakukan oleh penjual asing di platform digital. Selain 

itu, produk yang dijual melalui e-commerce seringkali tidak mematuhi regulasi yang berlaku di negara 

tujuan, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun kewajiban perpajakan dan bea cukai. 

Masalah ini juga diperburuk oleh adanya perbedaan regulasi yang berlaku antar negara, serta sifat 

transaksi yang sangat cepat dan seringkali anonim, yang menyulitkan pemerintah untuk melacak dan 

mengambil tindakan terhadap penjual yang melanggar aturan. Oleh karena itu, penerapan aturan anti- 

dumping pada penjualan produk impor melalui e-commerce membutuhkan penyesuaian dan penguatan 

regulasi yang dapat mengatasi karakteristik perdagangan digital, termasuk perlunya kerjasama internasional 

yang lebih erat di bidang pengawasan dan penegakan hukum. 

Di sisi lain, pasar yang didominasi oleh e-commerce juga membawa potensi bagi pemerintah untuk 

meningkatkan transparansi dan efisiensi pengawasan, jika kebijakan yang tepat diterapkan. Teknologi digital, 

seperti penggunaan algoritma, big data, dan kecerdasan buatan (AI), dapat membantu mengidentifikasi 

praktik dumping secara lebih cepat dan akurat, serta memudahkan dalam pemantauan transaksi lintas batas. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana penerapan aturan anti- 

dumping dapat diadaptasi untuk menangani penjualan produk impor yang dilakukan melalui e-commerce. 

Dalam konteks ini, penelitian mengenai penerapan aturan anti-dumping terhadap penjualan produk 

impor melalui e-commerce menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi industri 

dalam negeri, tetapi juga untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan terbuka bagi para pelaku usaha di era 
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digital. Penelitian ini juga akan mencakup analisis mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam 

menerapkan kebijakan anti-dumping di ranah e-commerce, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi 

masalah ini, baik melalui perbaikan regulasi domestik maupun kerjasama internasional dalam menangani 

perdagangan digital global. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

kebijakan perdagangan internasional yang lebih efektif di tengah perkembangan pesat e-commerce, serta 

meningkatkan pemahaman mengenai tantangan dan solusi dalam mengatasi praktik dumping yang 

merugikan. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan aturan 

anti-dumping terhadap penjualan produk impor melalui e-commerce. Pendekatan kualitatif dipilih karena 

tujuannya adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi, 

menganalisis dinamika yang ada, dan mencari solusi terkait implementasi kebijakan anti-dumping dalam 

perdagangan e-commerce. Penelitian ini akan dilakukan melalui studi kasus, dengan fokus pada penerapan 

kebijakan anti-dumping di Indonesia dalam konteks perdagangan digital dan e-commerce. 

Prosedur pelaksanaan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang timbul akibat 

praktik dumping dalam perdagangan e-commerce. Peneliti kemudian akan mengumpulkan data dari berbagai 

sumber yang relevan, seperti literatur hukum, laporan kebijakan perdagangan, serta wawancara dengan para 

pemangku kepentingan, termasuk pihak regulator, pelaku usaha, dan ahli hukum perdagangan internasional. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara semi-terstruktur dan analisis 

dokumen. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena fleksibilitasnya dalam menggali pandangan dan 

pengalaman informan yang berkaitan dengan penerapan aturan anti-dumping dalam e-commerce. Alat 

pengumpul data berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan variabel yang 

akan diteliti, seperti pemahaman mengenai praktik dumping, regulasi yang ada, serta tantangan dalam 

pengawasan e-commerce. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan dokumen terkait kebijakan anti- 

dumping yang diterapkan di Indonesia dan negara-negara lain yang relevan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terkait dengan perdagangan 

internasional, kebijakan anti-dumping, dan e-commerce. Sasaran penelitian mencakup regulator atau pihak 

yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan anti-dumping, pelaku usaha e-commerce domestik 

dan internasional, serta akademisi yang mengkaji isu-isu perdagangan internasional dan digital. Sampel 

penelitian akan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, sehingga dapat memperoleh data yang relevan dan representatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap 

memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan dalam masalah dumping dan perdagangan e-commerce. 

Selain wawancara, peneliti juga akan mengumpulkan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan aturan anti- 

dumping di Indonesia dan negara-negara lain, serta studi kasus terkait penerapan kebijakan anti-dumping 

pada perdagangan e-commerce di negara-negara lain. 

Pengembangan instrumen wawancara akan dilakukan berdasarkan tujuan penelitian, dengan 

mempertimbangkan konteks dan perkembangan terkini terkait e-commerce dan kebijakan perdagangan. 

Instrumen tersebut akan diuji cobakan terlebih dahulu untuk memastikan kejelasannya dan relevansinya 

dengan fokus penelitian. Validitas instrumen akan diuji dengan cara melakukan uji coba terhadap beberapa 

informan yang bukan bagian dari sampel utama, guna melihat konsistensi dan kecocokan pertanyaan yang 

diajukan dengan jawaban yang diperoleh. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk 

mengidentifikasi pola-pola atau tema yang muncul dari hasil wawancara dan analisis dokumen. Data yang 

diperoleh dari wawancara akan diproses dan dikelompokkan berdasarkan kategori yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, seperti kebijakan anti-dumping, tantangan dalam pengawasan e-commerce, dan solusi yang dapat 

diterapkan. Proses analisis tematik dilakukan secara induktif, dimana peneliti menginterpretasikan data 

berdasarkan konteks dan teori yang relevan dengan penelitian ini. 

 

3. PEMBAHASAN 

Tantangan Penerapan Aturan Anti-Dumping di E-Commerce 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan aturan anti- 

dumping pada produk yang dijual melalui e-commerce adalah kompleksitas pengawasan. E-commerce 

memungkinkan produk impor dijual langsung oleh penjual asing kepada konsumen domestik tanpa perantara 

yang dapat dikendalikan secara fisik. Produk-produk tersebut seringkali tidak terdeteksi oleh mekanisme 

pengawasan yang ada, karena transaksi dilakukan secara digital dan lintas batas. Hal ini menyulitkan otoritas 

untuk memastikan apakah produk tersebut memang dijual dengan harga yang tidak wajar atau lebih rendah 

dari harga pasar domestik. 
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Selain itu, e-commerce mengaburkan batas-batas geografis, yang berarti bahwa transaksi 

perdagangan bisa dilakukan tanpa ada interaksi langsung antara penjual dan konsumen. Praktik dumping 

yang terjadi di platform digital sulit untuk dipantau, karena seringkali tidak ada proses pemeriksaan harga 

atau kualitas produk secara langsung. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dalam perdagangan 

internasional, yang pada gilirannya dapat merugikan industri domestik, terutama bagi industri yang baru 

berkembang atau yang tidak mampu bersaing dengan harga produk impor yang lebih murah. 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan aturan anti- 

dumping pada produk yang dijual melalui e-commerce adalah kompleksitas pengawasan terhadap transaksi 

yang terjadi di platform digital. E-commerce memungkinkan produk impor dijual langsung oleh penjual 

asing kepada konsumen domestik tanpa perantara fisik yang dapat diawasi dengan mudah. Sistem 

perdagangan ini tidak hanya mengaburkan batas-batas geografis, tetapi juga menurunkan hambatan untuk 

masuknya produk ke pasar domestik. Hal ini semakin mempersulit upaya pengawasan karena produk tersebut 

seringkali tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan yang ada. 

Di dalam perdagangan tradisional, barang yang masuk ke suatu negara biasanya melalui saluran 

distribusi yang jelas, seperti impor melalui pelabuhan atau bandara, yang memungkinkan pemeriksaan 

terhadap produk, harga, dan asal-usulnya. Namun, e-commerce memberikan tantangan baru, karena transaksi 

dilakukan secara digital dan lintas batas. Penjual bisa beroperasi dari mana saja di dunia dan menjual 

langsung kepada konsumen di pasar domestik tanpa melalui prosedur atau jalur distribusi resmi yang mudah 

diawasi. Dalam banyak kasus, pemerintah tidak memiliki akses langsung ke informasi transaksi tersebut, 

yang dapat menghalangi identifikasi praktik dumping atau penjualan produk dengan harga yang jauh lebih 

rendah dari harga pasar domestik. 

Produk yang dijual melalui e-commerce seringkali tidak dikenakan pemeriksaan kualitas atau harga 

secara langsung oleh badan pengawasan perdagangan, yang seharusnya menjadi mekanisme untuk 

mendeteksi ketidakwajaran dalam transaksi tersebut. Ketidakjelasan dalam peraturan internasional mengenai 

pemantauan harga dan kualitas barang yang dijual secara daring semakin memperburuk situasi ini. Hal ini 

juga diperburuk dengan penggunaan berbagai strategi yang mempersulit transparansi, seperti penggunaan 

identitas penjual yang anonim atau menggunakan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di beberapa 

negara dengan regulasi berbeda, yang membuat pengawasan semakin kompleks. 

Praktik dumping yang terjadi dalam e-commerce sulit untuk dipantau dan diberantas, karena 

seringkali tidak ada proses yang memastikan bahwa harga produk yang dijual benar-benar mencerminkan 

biaya produksi atau harga pasar yang wajar. Seringkali, penjual asing menggunakan harga yang sangat 

rendah untuk menarik konsumen, tanpa mempertimbangkan biaya dan aturan yang berlaku di negara tujuan. 

Produk yang dijual dengan harga dumping ini bisa menguasai pasar dengan cepat, karena harga yang jauh 

lebih murah akan menarik minat konsumen. Padahal, meskipun produk impor ini lebih murah, seringkali hal 

tersebut tidak mencerminkan kualitas atau biaya yang seharusnya, serta dapat merugikan industri domestik. 

Kondisi ini sangat merugikan bagi industri domestik, terutama bagi sektor-sektor yang baru 

berkembang atau yang tidak memiliki kapasitas untuk bersaing dengan harga produk impor yang lebih 

murah. Misalnya, industri kecil dan menengah (IKM) yang bergantung pada biaya produksi yang lebih tinggi 

dan model distribusi tradisional, dapat terdampak secara signifikan. Sektor-sektor tersebut mungkin tidak 

memiliki sumber daya untuk bersaing dengan produk yang dijual melalui e-commerce dengan harga sangat 

rendah. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan penurunan produksi dalam negeri, kehilangan lapangan 

kerja, dan bahkan kebangkrutan bagi pelaku usaha lokal. 

Selain itu, praktik dumping dalam e-commerce juga dapat menurunkan kualitas standar produk yang 

beredar di pasar domestik. Produk yang dijual dengan harga sangat murah seringkali mengabaikan standar 

kualitas dan keselamatan yang diterapkan oleh negara pengimpor. Hal ini tidak hanya merugikan produsen 

domestik yang mematuhi standar tersebut, tetapi juga membahayakan konsumen yang membeli produk 

dengan harga murah tanpa mengetahui potensi risiko kualitas atau keamanan. Di sisi lain, praktik dumping 

ini juga bisa menyebabkan distorsi pasar yang lebih besar, mengarah pada ketergantungan pada produk impor 

yang lebih murah dan mengabaikan potensi pasar domestik yang lebih berkelanjutan. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam 

merancang dan menerapkan aturan anti-dumping yang efektif untuk perdagangan e-commerce. Pemerintah 

perlu berkolaborasi dengan platform e-commerce untuk memastikan transparansi yang lebih besar dalam hal 

harga dan asal-usul produk, serta mengembangkan sistem pemantauan yang lebih canggih untuk mendeteksi 

praktik dumping. Penggunaan teknologi, seperti analitik data dan kecerdasan buatan, dapat membantu 

mengidentifikasi pola harga yang tidak wajar dan mendeteksi potensi pelanggaran kebijakan perdagangan 

internasional. 

Selain itu, perlu ada penguatan regulasi yang mengharuskan platform e-commerce untuk 

mengungkapkan informasi yang lebih rinci mengenai produk, harga, dan identitas penjual. Pemerintah juga 

dapat mempertimbangkan untuk mengenakan kewajiban tambahan bagi penjual asing yang bertransaksi 

dengan konsumen domestik, seperti pendaftaran produk dan verifikasi harga. Hal ini dapat menciptakan 
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pengawasan yang lebih efektif dan mengurangi potensi praktik dumping yang merugikan industri dalam 

negeri. 

Tantangan dalam mengawasi perdagangan e-commerce yang dilakukan secara internasional 

memang besar, tetapi dengan pendekatan yang tepat dan pemanfaatan teknologi yang canggih, pemerintah 

dapat memperkuat pengawasan dan menjaga persaingan yang sehat antara produk domestik dan produk 

impor. Dengan langkah-langkah yang tepat, dapat tercipta pasar yang lebih transparan, adil, dan 

menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi industri domestik yang harus bersaing di era digital yang 

semakin terbuka. 

Dampak Dumping Terhadap Industri Domestik 

Dampak negatif dari praktik dumping terhadap industri domestik sangat signifikan. Produk impor 

yang dijual dengan harga yang lebih rendah dapat mendominasi pasar, mengurangi permintaan terhadap 

produk dalam negeri, dan mengancam keberlanjutan usaha-usaha lokal. Industri yang tidak mampu bersaing 

dengan harga produk impor akan kesulitan mempertahankan daya saing dan kelangsungan usaha. Hal ini 

dapat menyebabkan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, bahkan penutupan usaha-usaha 

domestik. 

Dampak ini juga lebih terasa bagi sektor-sektor yang bergantung pada produk lokal dan memerlukan 

waktu untuk berkembang, seperti produk-produk kreatif, kerajinan tangan, dan industri kecil menengah 

(IKM). E-commerce memberikan kemudahan bagi produk impor untuk masuk ke pasar domestik dengan 

harga yang lebih rendah, sementara produk-produk dalam negeri masih menghadapi tantangan dari segi biaya 

produksi dan distribusi. 

Dampak negatif dari praktik dumping terhadap industri domestik memang sangat signifikan, 

terutama dalam konteks perdagangan e-commerce. Praktik dumping—di mana produk impor dijual dengan 

harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar domestik atau biaya produksinya—memiliki potensi 

untuk mendominasi pasar dan menggerus pangsa pasar produk dalam negeri. Hal ini menimbulkan dampak 

yang serius bagi para pelaku usaha lokal, yang seringkali kesulitan untuk bersaing dengan harga yang tidak 

realistis tersebut. 

Produk impor yang dijual dengan harga dumping mampu menarik perhatian konsumen karena harga 

yang lebih murah dibandingkan dengan produk lokal, bahkan meskipun kualitasnya mungkin tidak 

sebanding. Ketika produk impor yang lebih murah mendominasi pasar, permintaan terhadap produk dalam 

negeri akan berkurang drastis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan usaha- 

usaha lokal, terutama bagi industri yang baru berkembang atau yang memiliki keterbatasan dalam hal skala 

produksi dan efisiensi biaya. Usaha-usaha lokal yang tidak mampu menurunkan harga produksinya untuk 

bersaing dengan produk impor akan kesulitan untuk mempertahankan daya saing di pasar. Akibatnya, banyak 

industri dalam negeri yang harus mengurangi kapasitas produksi atau bahkan terpaksa menutup usaha 

mereka. 

Dalam beberapa sektor, terutama yang bergantung pada keahlian lokal atau kualitas khas produk, 

dampak praktik dumping menjadi lebih terasa. Misalnya, pada sektor produk kreatif dan kerajinan tangan, 

yang membutuhkan waktu, keterampilan, dan bahan baku khusus untuk memproduksi barang, produk impor 

yang dijual dengan harga dumping bisa mengancam kelangsungan industri tersebut. Produk kerajinan tangan, 

batik, atau barang-barang lokal yang memerlukan waktu dan keterampilan khusus untuk diproduksi mungkin 

tidak dapat bersaing dengan harga produk impor yang lebih murah karena biaya produksi yang lebih tinggi. 

Ketika produk impor yang lebih murah mendominasi pasar, konsumen cenderung lebih memilih produk 

dengan harga lebih rendah meskipun memiliki kualitas atau keunikan yang berbeda, yang pada akhirnya 

membuat produk lokal tidak dapat diterima dengan baik di pasar. 

Sektor industri kecil dan menengah (IKM) juga sangat rentan terhadap praktik dumping. IKM 

biasanya memiliki kapasitas produksi terbatas dan menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi biaya. 

Mereka seringkali mengandalkan sumber daya lokal, yang membuat biaya produksi mereka lebih tinggi 

dibandingkan dengan produsen luar negeri yang dapat memanfaatkan ekonomi skala atau mengakses bahan 

baku dengan harga lebih rendah. Dalam situasi ini, produk impor yang dijual dengan harga dumping 

membuat IKM kesulitan untuk bersaing, karena harga jual produk mereka akan terasa lebih mahal di mata 

konsumen. 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh produk lokal dalam hal harga adalah biaya 

distribusi. Produk-produk domestik harus melalui rantai distribusi yang lebih panjang, yang menambah biaya 

logistik dan distribusi. Sementara itu, produk impor yang dijual melalui e-commerce seringkali dapat 

menghindari biaya distribusi yang besar, terutama dengan adanya model bisnis langsung ke konsumen 

(direct-to-consumer) yang memungkinkan penjual asing mengurangi biaya operasional. Akibatnya, meskipun 

produk lokal mungkin lebih baik dalam hal kualitas atau keunikan, mereka tetap kesulitan bersaing di pasar 

yang lebih sensitif terhadap harga. 

E-commerce semakin memperburuk ketidakseimbangan ini, karena platform digital mempermudah 

akses konsumen ke produk impor dari luar negeri dengan harga yang jauh lebih rendah. Sebagai contoh, 
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konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk yang dijual dengan harga yang lebih murah dari 

negara-negara seperti China, yang sering kali menggunakan strategi harga agresif untuk memenangkan pasar. 

Sementara itu, produk domestik yang tidak mampu menurunkan harga produksinya menjadi kurang menarik 

bagi konsumen, yang semakin terbiasa membeli produk dengan harga lebih rendah dan memilih kemudahan 

belanja melalui e-commerce. 

Tidak hanya itu, praktik dumping yang merugikan industri domestik juga berdampak pada tenaga 

kerja. Usaha-usaha lokal yang terancam dengan produk impor yang lebih murah terpaksa mengurangi jumlah 

tenaga kerja atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, karena mereka tidak dapat 

mempertahankan operasional bisnis mereka di tengah ketatnya persaingan harga. Hal ini berpotensi 

menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan berkurangnya peluang kerja di sektor-sektor yang 

terdampak dumping, seperti sektor manufaktur, kerajinan, dan produk lokal lainnya. 

Pada akhirnya, efek domino dari praktik dumping ini tidak hanya terbatas pada perusahaan- 

perusahaan yang terlibat langsung dalam produksi atau distribusi produk, tetapi juga mempengaruhi seluruh 

ekosistem ekonomi domestik. Ketika sektor industri lokal mengalami penurunan, maka hal tersebut juga akan 

berdampak pada sektor-sektor lain, seperti sektor pendukung (seperti bahan baku atau distribusi), serta sektor 

konsumsi yang lebih luas. 

Solusi yang Dapat Diterapkan 

Untuk mengatasi dampak negatif ini, pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan yang lebih 

tepat guna melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping. Salah satu solusi yang dapat diterapkan 

adalah dengan memperkenalkan regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi produk yang masuk melalui e- 

commerce. Regulasi tersebut bisa mencakup pengenaan tarif anti-dumping yang tepat untuk produk-produk 

tertentu yang dijual dengan harga sangat rendah, serta memastikan bahwa produk impor memenuhi standar 

kualitas dan keselamatan yang ditetapkan di negara pengimpor. 

Selain itu, pembinaan dan dukungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) juga sangat 

penting. Pemerintah perlu memberikan insentif atau subsidi untuk membantu IKM dalam mengurangi biaya 

produksi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta meningkatkan akses mereka ke pasar domestik dan 

internasional. Program-program pelatihan, penguatan kemampuan teknologi, dan peningkatan akses ke pasar 

melalui platform e-commerce juga bisa menjadi bagian dari solusi untuk mendukung kelangsungan usaha 

mereka. 

E-commerce juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan produk lokal, jika diatur 

dengan tepat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform e-commerce untuk memberikan tempat yang 

lebih jelas bagi produk-produk lokal, serta memberikan informasi yang transparan mengenai kualitas dan 

keunikan produk tersebut. Dengan cara ini, meskipun harga produk lokal mungkin lebih tinggi, konsumen 

dapat lebih memahami nilai tambah yang mereka dapatkan dari membeli produk dalam negeri. 

Secara keseluruhan, meskipun dampak praktik dumping terhadap industri domestik sangat 

signifikan, dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, 

serta dukungan terhadap industri kecil dan menengah, diharapkan dapat mengurangi dampak tersebut dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. 

Regulasi Anti-Dumping yang Tepat untuk E-Commerce 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang dapat 

mengawasi dan mengatur perdagangan yang terjadi melalui platform e-commerce. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan memperbarui regulasi anti-dumping agar dapat mengakomodasi karakteristik 

perdagangan digital. Misalnya, regulasi yang mengharuskan platform e-commerce untuk menyediakan 

informasi yang jelas mengenai harga, biaya produksi, serta asal-usul produk, sehingga memungkinkan 

pengawasan yang lebih baik terhadap produk-produk yang beredar di pasar domestik. 

Selain itu, pengenaan tarif tambahan atau bea masuk yang lebih tinggi untuk produk impor yang 

diduga dijual dengan harga dumping juga perlu dipertimbangkan, namun tetap dengan prosedur yang jelas 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan aturan ini harus melibatkan kerjasama antar negara, mengingat 

sifat global dari e-commerce, serta adanya perbedaan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. 

Teknologi dan data analitik dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam memonitor transaksi e- 

commerce dan mendeteksi potensi praktik dumping. Penggunaan sistem yang dapat menganalisis pola harga 

dan volume transaksi dari platform e-commerce dapat membantu pemerintah untuk lebih cepat mendeteksi 

adanya ketidakwajaran dalam harga produk yang dijual. Kerjasama internasional dalam pengawasan 

perdagangan digital juga sangat penting, karena transaksi lintas batas dapat melibatkan berbagai negara 

dengan regulasi yang berbeda. 

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan aturan anti-dumping di era digital, 

pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mampu mengawasi dan mengatur perdagangan yang terjadi 

melalui platform e-commerce dengan lebih efektif. E-commerce yang bersifat global dan tidak terbatas oleh 

batasan geografis menuntut adanya pembaruan dalam regulasi agar dapat mencakup karakteristik unik dari 

perdagangan digital, yang sangat berbeda dari perdagangan konvensional. Salah satu langkah yang dapat 
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diambil adalah dengan memperbarui regulasi anti-dumping untuk dapat mengakomodasi perubahan dalam 

cara transaksi dilakukan di dunia maya, seperti yang tercermin dalam transaksi lintas batas yang semakin 

sering terjadi melalui platform-platform digital. 

Regulasi yang lebih spesifik dapat mencakup persyaratan bagi platform e-commerce untuk 

menyediakan informasi yang lebih transparan terkait produk yang dijual. Informasi ini meliputi harga, biaya 

produksi, asal-usul produk, serta pernyataan mengenai apakah produk tersebut memenuhi standar lokal atau 

tidak. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan alat yang lebih kuat bagi pemerintah untuk 

mengawasi produk yang beredar di pasar domestik, mengidentifikasi praktik dumping, serta memastikan 

bahwa produk impor tidak merugikan industri lokal. Dalam hal ini, platform e-commerce akan memiliki 

tanggung jawab untuk memverifikasi keaslian dan ketepatan data yang diberikan oleh penjual, serta 

menyediakan saluran bagi konsumen untuk melaporkan pelanggaran yang terdeteksi. 

Selain itu, pengenaan tarif tambahan atau bea masuk yang lebih tinggi untuk produk impor yang 

diduga dijual dengan harga dumping perlu dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen dalam melindungi 

pasar domestik. Pengenaan tarif ini harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan berbasis pada bukti yang valid. Pemerintah harus mengembangkan mekanisme 

yang memungkinkan penilaian harga yang lebih akurat, termasuk menggunakan data harga yang ada di pasar 

domestik serta biaya produksi dari negara asal produk. Namun, penting untuk memastikan bahwa penegakan 

aturan ini tidak membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi tanpa justifikasi yang jelas. Oleh 

karena itu, transparansi dalam pengenaan tarif dan bea masuk adalah hal yang krusial, agar prosedur ini dapat 

dipertanggungjawabkan di tingkat internasional. 

Penerapan regulasi anti-dumping yang efektif di era e-commerce juga membutuhkan kerjasama 

antar negara. Mengingat sifat global dari e-commerce, di mana transaksi lintas batas dapat melibatkan 

berbagai negara dengan regulasi yang berbeda-beda, kolaborasi internasional sangat penting. Organisasi 

perdagangan dunia seperti WTO (World Trade Organization) perlu berperan dalam menetapkan standar 

global untuk pengawasan perdagangan digital dan anti-dumping. Selain itu, perjanjian perdagangan bilateral 

atau multilateral antara negara-negara dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan aturan ini, 

sehingga menciptakan aturan yang lebih harmonis di tingkat global. Kerjasama ini juga dapat melibatkan 

pihak ketiga, seperti lembaga pemeringkat independen atau asosiasi perdagangan internasional, yang dapat 

membantu dalam memberikan data yang lebih akurat dan objektif terkait dengan potensi praktik dumping. 

Teknologi dan data analitik memainkan peran yang semakin penting dalam mengawasi dan 

mengatur transaksi e-commerce yang terjadi di pasar global. Penggunaan teknologi canggih, seperti analitik 

data dan kecerdasan buatan (AI), dapat membantu pemerintah dalam memonitor transaksi e-commerce secara 

real-time dan mendeteksi potensi praktik dumping lebih cepat. Sistem ini dapat menganalisis pola harga, 

volume transaksi, dan pergerakan pasar dari berbagai platform e-commerce yang beroperasi lintas negara. 

Dengan demikian, sistem ini dapat membantu pihak berwenang untuk lebih cepat mendeteksi ketidakwajaran 

dalam harga produk yang dijual, seperti harga yang jauh lebih rendah dari biaya produksi yang wajar atau 

harga pasar domestik. Pemerintah dapat memanfaatkan alat analisis data untuk melacak transaksi yang 

melibatkan produk impor dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi ketentuan harga yang wajar 

sesuai dengan standar yang berlaku di pasar domestik. 

Penting juga untuk mencatat bahwa teknologi ini tidak hanya digunakan untuk mendeteksi praktik 

dumping, tetapi juga untuk memberikan informasi yang lebih transparan kepada konsumen dan pelaku usaha 

lokal. Platform e-commerce yang memiliki akses ke data transaksi dapat menyediakan laporan harga yang 

lebih terbuka, sehingga memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang lebih 

bijaksana. Selain itu, teknologi juga bisa membantu dalam memperkuat sistem pelaporan, yang 

memungkinkan konsumen untuk melaporkan adanya dugaan praktik dumping atau penipuan produk secara 

lebih mudah dan aman. 

Namun, meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, pengawasan terhadap perdagangan 

digital juga harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan privasi 

konsumen. Oleh karena itu, regulasi yang menyertakan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan 

perdagangan e-commerce harus selalu sejalan dengan undang-undang perlindungan data pribadi dan 

memastikan bahwa data konsumen yang dikumpulkan tidak disalahgunakan. 

Di sisi lain, untuk memastikan bahwa pasar domestik tetap sehat dan berkelanjutan, pemerintah 

perlu melibatkan lebih banyak pihak dalam pengawasan dan penegakan aturan. Ini termasuk berkolaborasi 

dengan asosiasi industri, platform e-commerce, dan bahkan konsumen untuk menciptakan ekosistem yang 

transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku 

usaha, terutama usaha kecil dan menengah, mengenai cara melaporkan praktik dumping, serta memberikan 

informasi tentang kebijakan yang berlaku di sektor e-commerce. Hal ini akan memastikan bahwa pihak yang 

terlibat dalam perdagangan digital memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka 

dalam menjalankan bisnis di pasar global yang semakin terbuka. 
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Secara keseluruhan, upaya mengatasi praktik dumping dalam perdagangan melalui e-commerce 

memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, yang mencakup pembaruan regulasi, penggunaan 

teknologi untuk pengawasan yang lebih canggih, serta kerjasama internasional yang solid. Dengan langkah- 

langkah ini, pemerintah dapat menciptakan pasar yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan bagi industri 

domestik, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi konsumen dan perekonomian negara secara 

keseluruhan. 

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan 

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap 

praktik dumping melalui e-commerce adalah dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan penyedia 

platform e-commerce. Pemerintah dapat membuat regulasi yang mengharuskan platform e-commerce untuk 

memverifikasi asal-usul dan harga produk yang dijual, serta memberikan akses lebih besar kepada regulator 

untuk memantau dan mengaudit data transaksi yang terjadi di platform tersebut. 

Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan peran teknologi dalam pengawasan dengan membangun 

sistem pemantauan berbasis big data dan kecerdasan buatan (AI) yang dapat mendeteksi anomali harga yang 

mencurigakan. Dengan menggunakan teknologi ini, pemerintah dapat dengan cepat menganalisis transaksi 

yang terjadi dan mengidentifikasi produk yang mungkin dijual dengan harga dumping. 

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik dumping melalui e-commerce, 

memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan penyedia platform e-commerce merupakan solusi yang sangat 

strategis. Pemerintah dapat membentuk regulasi yang mengharuskan platform-platform e-commerce untuk 

memverifikasi asal-usul dan harga produk yang dijual, serta memberikan akses yang lebih besar kepada 

regulator untuk memantau dan mengaudit data transaksi yang terjadi di platform tersebut. Langkah ini akan 

mempermudah pemerintah dalam melacak dan mengidentifikasi potensi produk yang dijual dengan harga 

dumping. 

Penyedia platform e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau Lazada, memiliki akses 

langsung ke data transaksi yang terjadi di situs mereka. Oleh karena itu, mereka dapat diminta untuk 

berkolaborasi dengan otoritas yang bertanggung jawab dalam pengawasan perdagangan untuk memverifikasi 

informasi yang disediakan oleh penjual, termasuk harga dan asal-usul produk. Platform dapat diwajibkan 

untuk mengumpulkan dan menyediakan bukti yang menunjukkan harga pokok produk, serta memberi 

informasi yang lebih transparan terkait asal negara produk tersebut. Hal ini akan membantu pemerintah 

dalam menentukan apakah produk yang dijual memenuhi kriteria dumping, yaitu apakah harga jualnya lebih 

rendah dari biaya produksi atau harga pasar yang wajar. 

Untuk memastikan bahwa proses ini dapat berjalan dengan lancar, pemerintah harus membuat 

mekanisme yang memudahkan kolaborasi dengan platform e-commerce, seperti sistem pelaporan yang 

terintegrasi, serta kebijakan yang memberikan insentif bagi platform yang menjalankan kewajiban 

transparansi ini dengan baik. Platform e-commerce yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi atau 

denda sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. 

Selain itu, untuk mendukung pengawasan yang lebih efisien dan akurat, pemerintah perlu 

memanfaatkan peran teknologi dalam pemantauan perdagangan digital. Dengan berkembangnya teknologi 

big data dan kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat membangun sistem pemantauan yang dapat secara 

otomatis mendeteksi anomali harga yang mencurigakan. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk 

menganalisis volume transaksi, pola harga, serta tren pasar dalam jumlah besar secara real-time. Sistem ini 

akan bekerja dengan memproses data yang dihasilkan dari berbagai transaksi di platform e-commerce, 

mengidentifikasi harga yang sangat rendah atau tidak realistis, dan memberi peringatan kepada regulator jika 

ditemukan tanda-tanda adanya praktik dumping. 

Misalnya, dengan menggunakan AI, sistem dapat melacak harga produk yang dijual oleh berbagai 

penjual dari negara yang sama atau yang memiliki kategori produk serupa. Jika terdapat pola harga yang 

sangat terdistorsi atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar atau biaya produksi yang wajar, 

sistem dapat menandai produk tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Teknologi ini memungkinkan 

pemerintah untuk lebih cepat dalam menanggapi potensi pelanggaran dan mengidentifikasi produk yang 

mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut. 

Pemerintah juga dapat mengembangkan sistem analitik berbasis big data yang mampu menyaring 

dan menganalisis transaksi secara dinamis untuk mendeteksi praktik dumping yang terjadi di pasar domestik. 

Sistem ini dapat mencakup analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga produk, 

seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, kebijakan tarif perdagangan, atau perubahan dalam biaya bahan baku 

global. Dengan menganalisis data ini, pemerintah dapat menentukan apakah harga yang ditawarkan oleh 

produk impor mencerminkan harga yang seharusnya berdasarkan biaya produksi global atau jika ada indikasi 

harga yang jauh lebih rendah akibat kebijakan dumping. 

Penerapan teknologi ini juga dapat mempercepat proses penyelidikan dan penegakan hukum. Ketika 

sistem analitik mendeteksi adanya praktik dumping, data yang diperoleh dapat digunakan oleh pihak 

berwenang untuk mempercepat prosedur audit dan penyelidikan, mengurangi ketergantungan pada prosedur 
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manual yang lebih lambat. Pemerintah juga dapat mengintegrasikan sistem ini dengan sistem pelaporan 

pelanggaran yang ada, sehingga konsumen atau pelaku usaha lokal dapat dengan mudah melaporkan dugaan 

adanya praktik dumping secara langsung melalui platform e-commerce. 

Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan teknologi ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip 

perlindungan data pribadi dan privasi pengguna. Setiap data yang dikumpulkan dari transaksi e-commerce 

harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan. Oleh karena itu, regulasi mengenai 

perlindungan data pribadi harus diperkuat agar penggunaan data dalam pengawasan tidak melanggar hak 

privasi individu. Pemerintah dapat bekerja sama dengan badan pengatur data pribadi untuk memastikan 

bahwa pengawasan terhadap praktik dumping dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara 

kepentingan publik dan perlindungan privasi. 

Dengan mengembangkan regulasi yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan penyedia 

platform e-commerce, serta mengintegrasikan teknologi canggih dalam pengawasan dan deteksi praktik 

dumping, pemerintah akan memiliki alat yang lebih efisien untuk memantau dan mengatur perdagangan 

digital. Selain itu, kerjasama internasional juga sangat penting dalam menciptakan standar yang dapat 

diterapkan secara global, mengingat sifat e-commerce yang lintas batas negara. Pemerintah dapat bekerja 

sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan kerangka hukum dan prosedur yang harmonis dalam 

menghadapi tantangan praktik dumping di dunia maya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pasar 

domestik dapat terlindungi dari dampak negatif praktik dumping, sekaligus menciptakan lingkungan 

perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI 

4.1 Kesimpulan 

Penerapan aturan anti-dumping terhadap penjualan produk impor melalui e-commerce memerlukan 

pembaruan dan penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika perdagangan digital. Praktik 

dumping melalui e-commerce memang sulit diawasi, namun dengan pemanfaatan teknologi dan kerjasama 

internasional, hal ini bisa diatasi. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, 

memanfaatkan perkembangan teknologi, serta memperkuat pengawasan di sektor e-commerce untuk 

melindungi industri domestik dari dampak buruk praktik dumping. Seiring dengan itu, regulasi yang jelas dan 

efektif akan menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor e- 

commerce yang berkelanjutan. 

 
4.2 Saran/Rekomendasi 

Penguatan Kerjasama antara Pemerintah dan Platform E-Commerce: Pemerintah sebaiknya 

memperkuat kolaborasi dengan penyedia platform e-commerce untuk memastikan transparansi dalam 

transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan regulasi yang mewajibkan platform untuk 

memverifikasi asal-usul dan harga produk yang dijual. Penyedia platform harus memiliki kewajiban untuk 

memastikan bahwa penjual memberikan informasi yang akurat tentang produk mereka, termasuk harga 

pokok dan asal-usul produk. Pemerintah bisa bekerja sama dengan platform untuk membangun sistem yang 

memungkinkan pengawasan lebih efektif terhadap transaksi yang terjadi. 

Pembaruan dan Penyesuaian Regulasi Anti-Dumping: Regulasi anti-dumping yang ada harus 

diperbarui untuk mencakup karakteristik perdagangan melalui e-commerce yang terus berkembang. Regulasi 

baru ini perlu memperhatikan keunikan transaksi digital lintas batas yang sulit diawasi. Salah satunya adalah 

dengan menetapkan kewajiban bagi platform e-commerce untuk menyediakan data yang jelas dan mudah 

diakses mengenai harga, asal produk, serta biaya produksi. Pemerintah juga perlu menetapkan prosedur yang 

jelas untuk mengidentifikasi praktik dumping di platform e-commerce, dengan memastikan bahwa hukum 

dan peraturan terkait tetap konsisten dengan perkembangan industri digital. 

Pengembangan Teknologi untuk Pengawasan dan Deteksi Praktik Dumping: Pemerintah sebaiknya 

memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti big data dan kecerdasan buatan (AI), untuk meningkatkan 

kemampuan pengawasan terhadap transaksi e-commerce. Sistem analitik berbasis AI dapat digunakan untuk 

mendeteksi pola harga yang tidak wajar dan mengidentifikasi produk yang mungkin dijual dengan harga 

dumping. Penggunaan teknologi ini dapat membantu pemerintah mengawasi perdagangan lintas batas secara 

real-time, memudahkan identifikasi anomali harga, serta mempercepat proses investigasi terhadap dugaan 

praktik dumping. 

Peningkatan Kolaborasi Internasional dalam Pengawasan Perdagangan Digital: Mengingat sifat e- 

commerce yang lintas batas, kerjasama internasional sangat penting dalam menangani praktik dumping. 

Negara-negara dapat membentuk kerangka kerja yang harmonis untuk mengawasi perdagangan digital, 

termasuk berbagi data transaksi untuk mendeteksi praktik dumping di seluruh dunia. Kerjasama ini juga 

penting dalam mengembangkan standar internasional yang dapat diterapkan oleh semua negara, serta 

memperkuat implementasi peraturan yang konsisten dan adil di seluruh dunia. 
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Pendidikan dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha dan Konsumen: Pemerintah perlu meningkatkan 

sosialisasi tentang peraturan anti-dumping kepada pelaku usaha, terutama UMKM, yang berisiko terdampak 

oleh praktik dumping. Pelatihan dan pembekalan mengenai cara melaporkan praktik dumping, memahami 

regulasi perdagangan digital, serta meningkatkan daya saing produk domestik akan sangat bermanfaat. Selain 

itu, penting untuk memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya memilih produk lokal yang 

berkualitas serta dampak negatif dari praktik dumping terhadap perekonomian domestik. 
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